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ABSTRAK  
 
Aldrianto, Mohammad Apria Prawira Pratama. Pertimbangan Hakim dalam 
Menjatuhkan Sanksi Pidana Pemalsuan Surat pada Putusan No. 
118/PID.B/2018/PN Tgl. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2020. 
Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang 
masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat 
penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkannya. Perbuatan 
pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yakni 
kebenaran (kepercayaan) dan ketertiban masyarakat, yang pelanggaranya 
tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ ketertiban masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengkaji pertimbangan hukum dari 
hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No. 118/Pid.B/2018/PN.Tgl, (2) 
untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat pada 
putusan No. 118/Pid.B/2018/PN.Tgl. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian hukum 
normatif empiris dengan pendekatan judicial case study. Sumber data utama yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan 
data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah 
metode kualitatif dianalisa secara normatif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Pertimbangan-pertimbangan hakim 
dalam perkara No. 118/Pid.B/2018/ PN.Tgl yang telah dipaparkan di atas, 
disimpulkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sudah 
menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis, perbuatan Terdakwa telah 
memenuhi semua unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP melakukan ”Tindak Pidana 
Pemalsuan Surat”. Pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan 
pada kasus nomor 118/Pid.B/2018/PN.Tgl sudah sesuai dengan ketentuan pasal-
pasal KUHP. Pertimbangan hakim dalam kasus ini menganut system Negatif 
Wettelijik yaitu hakim tidak saja menyandarkan putusannya hanya pada alat-alat 
bukti namun juga dibutuhkan keyakinan hakim bahwa perbuatan pidana yang 
didakwakan memang benar telah terjadi. 2) Penerapan hukum terhadap tindak 
pidana pemalsuan surat pada putusan No. 118/Pid.B/2018/PN.Tgl didasarkan 
Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Penerapan pasal tersebut tetap dengan memperhatikan 
Pasal 185 ayat (6) KUHP, untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 
Kata Kunci: Pertimbangan, Sanksi Pidana, dan Pemalsuan Surat. 
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ABSTRACT 
 
Aldrianto, Mohammad Apria Prawira Pratama. Judge's Consideration in 
Imposing Criminal Penalties Falsification in Decision No. 118 PID.B/2018/PN 
Tgl. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti 
University. 2020. 
 
The falsification of a letter is a form of crime that is still poorly understood 
by the public, including law enforcement officials, especially regarding the 
consequences. Counterfeiting is a type of violation of two basic norms, namely 
truth (trust) and public order, the violators are classified as a crime group against 
the state / public order. 
This study aims: (1) to examine the legal considerations of judges in 
issuing decisions in case No. 118/Pid.B/2018/PN.Tgl, (2) to find out the 
application of the law against falsification of letters in the decision No. 118/Pid.B 
/2018/PN.Tgl. The type of research used is library research with an empirical 
normative legal research approach with a judicial case study approach. The main 
data source used in this study is secondary data with the method of collecting 
literature and document study data. Data analysis method used is a qualitative 
method that is analyzed normatively qualitatively. 
The results of this study indicate: 1) Judge considerations in case No. 
118/Pid.B/2018/PN.Tgl which has been explained above, it was concluded that 
the panel of judges in passing the decision had used judicial and non-juridical 
considerations, the Defendant's actions had fulfilled all elements of Article 263 
Paragraph (1) of the Criminal Code committing "Counterfeiting Criminal Acts 
Letter". Legal considerations of judges in passing the verdict in case number 118 / 
Pid.B/2018/PN.Tgl is in accordance with the provisions of KUHP articles. Judge's 
considerations in this case adhere to the Wettelijik Negative system, which is that 
the judge not only relies on the verdict only on the evidence, but also requires the 
judge's conviction that the criminal act charged was indeed true. 2) Application of 
the law to the falsification of the letter in the decision No. 118/Pid.B/2018/PN. 
Tgl is based on Article 263 Paragraph (1) of the Criminal Code. The application 
of this article is still taking into account Article 185 paragraph (6) of the Criminal 
Code, to obtain the conviction that a criminal act actually occurred and that the 
defendant is guilty of doing it. 
Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
 
Keywords: Considerations, Criminal Sanctions, and Falsification of Letters. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja akan 
membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ilmu 
pengetahuan dan teknologi juga merupakan tonggak kuat untuk mengentaskan 
kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan dan 
menuntaskan segala permasalahan bangsa. Namun dengan kemajuan itu 
sendiri, perkembangan tindak pidana pun tidak dapat dihindarkan dengan 
berbagai perbuatan yang memanfaatkan teknologi. 
Pesatnya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 
membuat masyarakat Indonesia terbiasa dengan gaya hidup serba praktis. 
Perilaku manusia dalam bermasyarakat seiring dengan kemajuan zaman telah 
banyak mengabaikan norma hukum yang berlaku, akibatnya terjadi kekacauan 
dan terganggunya ketertiban serta ketentraman kehidupan manusia. Berbagai 
alasan pelanggaran tetaplah bentuk tindak pelanggaran, baik yang disengaja 
ataupun tidak disengaja, dilakukan oleh siapa saja, baik aspek masyarakat 
menengah ke bawah, menengah ataupun menengah ke atas. 
Tidak jarang seseorang melakukan tindakan yang melanggar norma-
norma yang berlaku hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Kebutuhan hidup dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial, lingkungan, 
dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga modus pelaku 
tindak kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Hasrat pemenuhan 
  
2 
kebutuhan hidup seseorang menjadikan cenderung melakukan segala hal agar 
kebutuhan hidupnya tersebut dapat terpenuhi. 
Tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, bermacam bentuk perkembangan tindak pidana 
terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuan dimana hal 
tersebut merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas sudah menyimpang atau 
penyelewengan. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum larangan mana disertai ancaman sangsi yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.1 Semua bentuk tindak 
pidana tersebut berwujud kesalahan yang tentu sudah diatur secara yuridis 
dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 
Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan 
masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Kejahatan pemalsuan adalah 
kejahatan yang mana di dalamnya mengandung system ketidakbenaran atau 
palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seoalah-olah 
benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.2 
Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai 
kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan 
kepentingan hukum. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai 
kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau 
dituliskan maka dibentuklah beberapa tindak pidana. Ada banyak macam 
                                                 
1 Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54. 
2 Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, 
hlm. 3. 
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pemalsuan yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 
merupakan tindak pidana yang dibuat untuk tujuan tersebut.3 
Sistem hukum pidana Indonesia mengenal banyak sekali bentuk tindak 
pidana pemalsuan antara lain pemalsuan uang, sumpah palsu, pemalsuan merk 
dan materai, dan pemalsuan surat. Tindak pidana yang sangat menarik saat ini 
akan diteliti adalah pemalsuan surat penting atau dokumen saat ini telah 
berkembang dengan pesat. Dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana 
pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang 
menunjuk pada semakin tingginya intelektualitas dari kejahatan pemalsuan 
yang semakin kompleks.  
Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak 
pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). 
Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa 
dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu 
tindakan pidana. Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap 
sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak 
kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan 
sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkam 
bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, 
termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP s/d 
Pasal 276 KUHP.  Tindak  pidana  yang sering terjadi adalah berkaitan dengan  
                                                 
3 Chazawi, Adami & Ferdian, Ardi, Tindak Pidana Pemalsuan, Depok: Rajagrafindo 
Persada, 2014, hlm. 6. 
  
4 
Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 
(memalsukan akta autentik dan Pasal 266 KUHP menyuruh memasukkan 
keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik). 
Perbuatan memalsukan merupakan segala wujud perbuatan apapun 
yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, 
mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan 
surat semula. Perbuatan membuat surat penting atau dokumen merupakan 
perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang 
sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan 
ini disebut dengan surat palsu atau surat yang dipalsukan.  
Salah satu kasus perkara pidana pemalsuan yaitu pada putusan No. 
118/Pid.B/2018/PN Tgl, dalam kasus ini Terdakwa membuat surat-surat palsu 
atau ijasah palsu dengan cara pemesan memesan ijasah, kartu keluarga atau 
surat-surat palsu melalui perantara lalu perantara melakukan pemesanan 
dengan cara membawa identitas, foto dan nama sekolah yang dikehendaki 
dengan menelpon terdakwa terlebih dahulu selanjutnya antara terdakwa dan 
perantara melakukan pertemuan atau pemesan dapat langsung datang ke 
rumah terdakwa. Surat-surat atau dokumen palsu yang sudah terdakwa buat 
sesuai dengan keinginan pemesan dan belum diambil pemesannya 
diantaranya: Kartu Keluarga, Ijasah, Kutipan Akte Kelahiran, Surat 
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), buku pelaut, Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) dan sertifikat keterampilan BST. 
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Terdakwa membuat dokumen-dokumen palsu tersebut tanpa ijin dari 
instansi yang berwenang mengeluarkannya. Terdakwa melakukannya dari 
tahun 2015 hingga terdakwa ditangkap Aparat Kepolisian. Akibat perbuatan 
terdakwa sehingga SMP 19 Kota Tegal dan Dinas Pendudukan dan Catatan 
Sipil Kab. Tegal merasa dirugikan karena Ijasah dan Kartu Keluarga 
merupakan dokumen negara resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana 
yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik. 
Tindak pidana pemalsuan surat atau dengan sengaja menggunakan akta 
autentik yang dipalsulkan seolah olah isinya cocok dengan hal yang 
sebenarnya merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan 
oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang 
ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku 
kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan akta autentik 
atau surat, salah satunya dengan menggunakan alat pemindai atau scanner.  
Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan 
yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para 
aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkannya. 
Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa 
memalsukan akta autentik atau surat merupakan salah satu cara yang efektif 
disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan 
akta autentik atau surat tersebut. Salah satu fungsi hukum pidana adalah 
sebagai alat atau sarana terhadap peyelesain problematika.  
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Penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana dalam 
hukum acara pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan 
hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Begitu juga 
dengan tindak pidana pemalsuan surat, hakim wajib memutuskan hukuman 
secara adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan yang termasuk 
dalam hukum positif Indonesia. Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan 
berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. 
Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, 
bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.  
Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya 
pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari 
terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil 
dengan kesalahan yang dilakukannya. Penerapan berat ringannya pidana yang 
dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi 
motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis 
pidana penjara. Namun dalam hal undang-undang tertentu telah mengatur 
secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan 
ancaman minimal seperti diatur dalam undang-undang.  
Kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat diperlukan bagi 
masyarakat untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (anarkisme) oleh 
masyarakat, serta untuk menciptakan ketertiban hukum. Sedangkan bagi 
lembaga peradilan, kepercayaan masyarakat sangat penting, tidak hanya 
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sebagai wujud apresiasi atas pertanggungjawaban hakim tetapi juga 
memberikan suasana nyaman yang kondusif bagi kinerja peradilan dan 
membangun kewibawaan peradilan sehingga pada akhirnya mendekatkan 
pada pada keinginan kita bersama untuk mewujudkan peradilan yang bersih 
dan bermartabat. 
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua 
norma dasar, yakni kebenaran (kepercayaan) dan ketertiban masyarakat, yang 
pelanggaranya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ 
ketertiban masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis 
tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul ”Pertimbangan Hakim 
dalam Manjatuhkan Sanksi Pidana Pemalsuan Surat dalam Putusan No. 
118/Pid.B/2018/PN.Tgl” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka perumusan 
masalah yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan 
pada perkara No. 118/Pid.B/2018/PN.Tgl? 
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat 
pada putusan No. 118/Pid.B/2018/PN.Tgl? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 
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1. Mengkaji pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan 
pada perkara No. 118/Pid.B/2018/PN.Tgl. 
2. Mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat 
pada putusan No. 118/Pid.B/2018/PN.Tgl. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis 
maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis 
Sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum dalam penerapan 
hukum terhadap pemalsuan surat dan menambah literatur hukum pidana 
serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis 
selanjutnya khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan surat.  
2. Secara praktis  
a. Bagi Penegak Hukum, sebagai sumbangan pemikiran bagi apparat 
penegak hukum untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan 
perilaku dalam penanganan perkara tindak pidana pemalsuan surat.  
b. Bagi masyarakat, mengetahui sanksi dan hukuman tindak pidana 
pemalsuan surat sehingga diharapkan dapat mencegah atau 
meminimalisir tindak pidana tersebut. Hasil penelitian ini juga 
memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melindungi data 
pribadi agar tidak mudah dipalsukan orang yang tidak bertanggung 
jawab. 
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E. Tinjauan Pustaka 
Sekar Pramudhita (2015) Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam 
Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi 
Kasus Putusan No. 30/Pid/2013/Pt.Tk). Permasalahan dalam penelitian ini 
adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dan apakah hukuman 
yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini dilakukan 
menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan yuridis normatif dan 
yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder dimana masing-masing 
data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan di lapangan. Analisis data 
dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif, 
kemudian untuk selanjutkan ditarik suatu kesimpulan.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
dasar pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah Pasal 183 dan 184 KUHAP, 
selain itu hakim juga mempertimbangkan berdasarkan teori-teori hukum, yaitu 
teori keseimbangan, teori pendekatan keilmuan, dan teori ratio decidendi, 
selanjutnya Putusan Nomor. 30/Pid/2013/PT.TK ini telah memenuhi rasa 
keadilan. Hal ini didasarkan pada telah terpenuhinya kepentingan korban, 
terdakwa dan masyarakat. 
Tessalonika Novela Pangaila (2016) Pertimbangan Hakim dalam 
Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Umum. Tujuan dilakukannya 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kajian yuridis terhadap 
putusan hakim dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
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pidana terhadap terdakwa lansia dalam tindak pidana pencurian. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative.  
Hasil penelitian disimpulkan: 1) Beberapa pembuktian yang menjadi 
sandaran atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara, yaitu; 
Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (Conviction in Time), 
Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis 
(ConictionRaisonee), Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif 
(Positief Wettelijke Bewijstheorie), Pembuktian Menurut Undang-Undang 
secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijstheorie), Pembuktian Menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2) Pertimbangan Hakim 
yang positivistik mendahului prinsip kemanusiaan, maka Undang-Undang 
dianggap sebagai sumber hukum yang utama dan tidak mengenal adanya 
peraturan-peraturan lain, seperti adat serta kebiasaan. Hakim hanya mematuhi 
apa bunyi teks Undang-Undang dan apabila terbukti unsur-unsur dalam 
Undang-Undang atau Pasal KUHP telah terpenuhi, maka hakim dapat 
menyatakan bahwa seseorang telah bersalah karena melanggar Undang-
Undang. 
Diah Saputri Kusuma Tuti (2016) Pertimbangan Hakim Dalam 
Perkara Pemalsuan Keterangan Pernikahan. Penulisan ini bertujuan 
untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai tindakan terdakwa 
menolak keterangan saksi dalam persidangan serta pertimbangan Hakim 
pengadilan negeri Nganjuk dalam memeriksa dan memutus perkara pemalsuan 
keterangan pernikahan sesuai dengan KUHAP seperti yang tercantum dalam 
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Putusan Nomor: 43/Pid.B/2015/Pn.Njk. Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan 
adalah bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. 
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 43/Pid.B/ 
2015/Pn.Njk dalam Tindak Pidana Pemalsuan Keterangan Pernikahan dengan 
Terdakwa Bagus Putro Prabowo Bin Jorianto melakukan tindak pidana 
melangsungkan perkawinan yang sedang diketahuinya, bahwa perkawinan 
yang sudah ada dari pihak lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak 
lain itu akan kawin lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 279 (1) Ke-2 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa terdakwa membantah keterangan saksi di persidangan dan keterangan 
terdakwa itu diterima oleh hakim dan dijadikan dasar pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan bebas dengan tambahan bukti surat. Pengambilan 
putusan oleh hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP sekurang-
kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 
suatu tindak pidana tidak benar-benar terjadi dan terdakwa tidak bersalah 
dalam perkara ini. 
Romadhon, Anjasmara Gilang (2018) Tinjauan Yuridis Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor (Studi Kasus 
Putusan Nomor 24/Pid.B/2014/PN Skh). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji penerapan pidana serta dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat 
kendaraan bermotor pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 
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24/Pid.B/2014/PN.Skh. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 
metode penelitian normatif, yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang 
mengatur tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat dengan cara mengumpulkan 
dan menganalisis bahan hukum tentang kecukupan kaidah-kaidah hukum 
dengan memakai bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Serta 
dengan melakukan metode pendekatan kasus (case approach) untuk meneliti 
masalah yang terjadi. 
Hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa 
penerapan hukum pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku pemalsuan surat kendaraan bermotor pada putusan 
perkara nomor: 24/Pid.B/2014/PN.Skh sudah sesuai dengan ketentuan dan 
kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dimana terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan 
melakukan tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan pasal yang 
didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa. Serta dasar 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa telah 
sesuai dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam 
persidangan baik dari pertimbangan aspek yuridis maupun aspek non yuridis.  
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library 
research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian melalui studi kepustakaan 
(library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data 
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yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content 
analysis.4 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan karena yang 
diteliti adalah dokumen-dokumen hukum atau menggunakan data sekunder.  
2. Pendekatan Penelitian  
Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif 
empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah judicial case study 
di mana penelitian ini dilakukan terhadap konflik hukum yang diselesaikan 
melalui pengadilan terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat di 
Pengadilan Negeri Tegal yaitu pada kasus Nomor: 118/Pid.B/2018/PN.Tgl. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif 
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 
atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun 
secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam 
hubungannya dengan masalah yang diteliti.5  
Penelitian hukum terapan atau normatif-empiris merupakan penelitian 
hukum tentang pemberlakuan ketentuan hukum positif secara in action pada 
setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini 
akan mengkaji tentang tindak pidana pemalsuan surat.  
                                                 
4 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 21. 
5 Soekanto, Soerjono, Ibid., hlm. 52. 
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3. Sumber Data  
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 
diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik 
lisan maupun tulisan. Sumber data bersumber pada buku-buku literatur, 
dokumen, peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang 
berkaitan dengan obyek atau materi penelitian.6 Sumber data penelitian ini 
yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: No. 118/Pid.B/2018/PN.Tgl. 
Jenis bahan penelitian ini, terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan non hukum. Maka sumber dan jenis bahan 
penelitian yang digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi: 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 
artinya mempunyai otoritas. 
b. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan dokumen resmi, seperti dokumen pengadilan dan buku tentang 
penelitian hukum. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat 
pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan 
mempergunakan content analysis.7 Dalam penelitian ini, penulis melakukan 
studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, 
                                                 
6 Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2007, hlm. 99. 
7 Soekanto, Soerjono, Op Cit., hlm. 21. 
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membaca, mengkaji dan mempelajari buku-uku, literatur-literatur, peraturan 
perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya 
guna mengumpulkan dan menunjang penelitian. 
5. Metode Analisis Data 
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, 
yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh 
berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan 
dengan pokok permasalahan. Analisis data adalah tahap yang sangat penting 
dan menentukan dalam setiap penelitian.  
Tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah 
diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk 
mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan 
pekerjaan analisis dan konstruksi.8 Analisis data yang dipergunakan oleh 
penulis adalah analisa data dengan cara melakukan analisa terhadap pasal-
pasal yang isinya merupakan kaedah hukum. Setelah dilakukan analisa, maka 
dilakukan konstruksi data yang dilakukan dengan cara memasukkan pasal-
pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian dasar dari 
sistem hukum tersebut.9  
G. Sistematika Penelitian  
Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis 
menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
                                                 
8 Ibid., hlm. 251-252. 
9 Ibid., hlm. 255. 
  
16 
Bab I  Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual, bab ini mengemukakan tinjauan umum tentang 
pertimbangan hakim, meliputi: pengertian pertimbangan hakim, dasar 
pertimbangan hakim, teori pertimbangan hakim; tinjauan umum 
tentang tindak pidana, meliputi: pengertian tindak pidana, unsur-unsur 
tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana; tinjauan umum pemalsuan 
surat atau akta autentik, meliputi: pengertian pemalsuan surat, unsur-
unsur pemalsuan surat, dan pemidanaan.  
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan menjelaskan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hukum dari 
hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No. 1/Pid.B/2019/ 
PN.Tgl dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat 
pada putusan No. 118/Pid.B/2018/PN.Tgl 
Bab IV Penutup  
Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan 
simpulan dan saran-saran dari penulis. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim  
1. Pengertian Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 
keadilan dan kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi 
para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi 
dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, 
dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim 
tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.10  
Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan 
pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili 
suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil 
sesuai dengan tujuan dari hukum.11 Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara 
juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. 
2. Dasar Pertimbangan Hakim 
Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan 
kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan 
                                                 
10 Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2004, hlm. 140. 
11 Wisnubroto, A. L., Praktik Persidangan Pidana, Yogyakarta: Penerbit Universitas 
Atmajaya, 2014, hlm. 148. 
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hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. 
Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim 
merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak 
ukur tercapainya suatu kepastian hukum.  
Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 
Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 
2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan 
kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama 
dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu kekuasaan 
kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan 
Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi 
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.12 Kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung 
pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan 
pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam 
Undang-undang Dasar 1945.  
Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak 
mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. 
Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasan kehakiman 
                                                 
12 Ibid., hlm. 142. 
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dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah mahkamah konstitusi.13  
Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak 
memihak Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, 
karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. 
Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan 
penilaiannya. Lebih tapatnya perumusan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili 
menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.14  
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan 
dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah 
terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya 
kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan 
menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru 
dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.  
Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh 
menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. 
Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo.  
                                                 
13 Hamzah, Andi, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 94. 
14 Ibid., hlm. 95. 
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Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: 
pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara 
yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan 
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.  
Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk 
bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal 
(doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 
28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, 
dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. 
3. Teori Pertimbangan Hakim 
Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah 
ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman 
yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan 
hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah 
ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori 
yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, beberapa teori atau 
pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan 
penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: 
a. Teori Keseimbangan, Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara 
syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-
pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.  
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b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, Penjatuhan putusan oleh hakim 
merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam 
penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan 
hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara 
perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu 
penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau 
Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim 
mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau 
instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.  
c. Teori Pendekatan Keilmuan, Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran 
bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan 
penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan 
terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.  
d. Teori Pendekatan Pengalaman, Pengalaman dari seorang hakim 
merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-
perkara yang di hadapinya sehari-hari.  
e. Teori Ratio Decidendi, Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang 
mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan 
pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan 
perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang 
disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta 
pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk 
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menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang 
berperkara.  
f. Teori Kebijaksanaan, Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa 
pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab 
untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar 
kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan 
bangsanya.15 
Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 
pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang 
paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan 
untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu 
benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. 
Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa 
peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, 
sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.16 
Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga 
memuat tentang hal-hal sebagai berikut : 
a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui/dalil-dalil yang tidak disangkal. 
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut 
semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 
                                                 
15 Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 102. 
16 Arto, Mukti, Op Cit, hlm. 141. 
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c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ 
diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan 
tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut 
dalam amar putusan.17 
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah straftbaar feit dan dalam kepustakaan 
tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan 
pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan 
istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak 
pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar 
dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam 
memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Delik dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit terdiri dari tiga kata 
yaitu: straf, baar dan feit. Yang masing masing memiliki arti: straf artinya 
pidana dan hukum, baar artinya dapat atau boleh, dan feit artinya tindak, 
peristiwa, delik, pelanggaran dan perbuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) mengartikan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman 
karena merupak an pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.18 
                                                 
17 Ibid, hlm. 142. 
18 Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 
hlm. 69. 
  
24 
Tindak pidana dapat dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan kita dalam hampir seluruh perundan-undangan kita kita 
menggnakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang 
dapat diancam dengan sutu tindak pidana tertentu.19 Moeljatno menggunakan 
istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang 
oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.20 
Simons berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu 
tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, 
bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang 
yang mampu bertanggung jawab.21 Perbuatan pidana merupakan perbuatan 
yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. 
Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau 
menghambat akan terlaksanakannya tata dalam pergaulan masyarakat yang 
baik dan adil.22 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 
yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah  
                                                 
19 Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005, 
hlm. 25. 
20 Ibid., hlm. 17. 
21 Efendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 89. 
22 Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54. 
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diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 
memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat.23 
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak 
pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat 
bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut melangggar apa yang 
dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa 
sanksi pidana. Tindak pidana merupakan dasar suatu kesalahan dalam suatu 
kejahatan. Adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatan 
yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. 
Kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan, 
sedangkan istilah dari pengertian kesalahan yang dapat menyebabkan 
terjadinya suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan 
hukum, sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan, dan 
bilamana telah terbukti benar terjadi suatu tindak pidana maka dengan begitu 
dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.  
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-
unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat 
yang di timbulkan adalah adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga 
                                                 
23 Ilyas, Amir, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta 
dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 18. 
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adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.24 Unsur-
unsur yang terdapat di dalam suatu tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu: 
a. Unsur subyektif  
Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. 
Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada 
kesalahan” (An act does not make a person guilty unless the mind is guilty 
or actus non facit reum nisi mens sit rea).25 Kesalahan yang dimaksud di 
sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/ 
dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada umumnya para pakar 
telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: 
Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), Kesengajaan dengan keinsafan 
pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn), dan Kesengajaan dengan keinsafan 
akan kemungkinan (dolus evantualis). 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesengajaan. Kesengajaan terdiri atas 2 (dua) bentuk yakni: tak berhati-
hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu 
b. Unsur obyektif 
Tindak pidana dilihat dari sudut obyektif adalah suatu tindakan 
(berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan de ngan hukum positif yang 
menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman 
                                                 
24 Marpaung, Leden, Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafindo, 
2005. hlm. 10. 
25 Ibid., hlm. 9. 
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hukuman.26 Unsur ini merupakan unsur di luar diri pelaku yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakantindakan si pelaku 
itu harus dilakukan yang terdiri dari: 
1) Perbuatan manusia, berupa: 
a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif 
b) omission, yakni perbuatan pasif atau perrbuatan negatif yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
4)  Sifat dapat dihukum daan sifat melawan hukum.27 
Semua unsur tersebut merupakan satu kesaatuan. Salah satu unsur saja 
tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan. Unsur-
unsur tindak pidana menurut Satochid Kartanegara bahwa unsur delik terdiri 
atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang 
terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: 1) Suatu tindakan; 2) Suatu akibat; 
dan 3) Keadaan (omstandigheid). Kesemuanya itu dilarang dan diancam 
dengan hukuman oleh UndangUndang. Sedangkan unsur subjektif adalah 
unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa: Kemampuan (toerekeningsvat 
baarheid) dan Kesalahan (schuld).28 Tindak pidana dilihat dari sudut obyektif 
adalah suatu tindakan (berbuat/lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum 
positif menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman 
                                                 
26 Apeldoorn, L.J. Van,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Jakarta:  Padnya  Paramita, 2001,  
hlm. 326. 
27 Marpaung, Leden, Op Cit, hlm. 10. 
28 Ibid., hlm. 10. 
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hukuman. Tindak pidana dilihat dari segi subyektif adalah bahwa akibat yang 
tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapatkan 
diberatkan kepadanya.29 
Jadi setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang 
pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur 
subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-
unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si 
pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam 
hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah 
unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam 
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. 
C. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Surat atau Akta autentik 
1. Pengertian Pemalsuan Surat  
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 
kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi 
diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam 
masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan 
kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. 
Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi 
kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. 
                                                 
29  Apeldoorn, L.J. Van, Op Cit., hlm. 326-327. 
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Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan 
maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun 
KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang 
dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) 
KUHPidana, maka dapatlah diketahui pengertian surat. Adapun rumusan Pasal 
263 (1) KUHP menurut R. Soesilo sebagai berikut: 
Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat 
menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu 
pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi 
sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang 
lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu 
kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-
lamanya enam tahun. 
 
Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan 
surat ialah sebagai berikut: 
a. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, 
surat andil, dan lain-lain) 
b. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian 
piutang, perjankjian sewa, perjanjian jual beli) 
c. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau 
surat semacam itu) 
d. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau 
peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian 
kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain) 
Dalam KUHPidana tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di 
atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu 
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surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. 
Menurut Lamintang, mengemukakan bahwa surat adalah sehelai kertas atau 
lebih di gunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi 
surat dapat berupa: Penyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, 
permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagainya.30 
Hukum Nasional memberikan pengertian pemalsuan terhadap sesuatu 
merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena pemalsuan tersebut akan 
mengakibatkan kerugian kepada seseorang atau pihak lain yang 
berkepentingan. Hal ini yang membuat kejahatan pemalsuan diatur dan 
termasuk suatu tindakan pidana.Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya 
mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu hal (objek) yang 
sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan 
merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar: 
a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam 
kelompok kejahatan penipuan. 
b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok 
kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.31 
Topo Santoso mengemukakan bahwa suatu perbuatan pemalsuan niat 
dapat  dihukum apabila  perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal  
 
                                                 
30  Lamintang, P.A.F., Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan 
Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 
hlm. 9. 
31  Gunadi, Ismu & Efendi, Joenadi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: 
Kencana, 2014, hlm. 173. 
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mana, sebagai berikut:  
a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang 
yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang tidak benar itu 
seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain 
terperdaya. 
b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan 
penipuan). 
c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang 
khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan 
dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat 
dari pada tulisan atau surat tersebut.32 
Adami Chazawi mengemukakan bahwa pemalsuan surat adalah berupa 
kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau 
palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah 
benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.33 
Pemalsuan surat sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk 
meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat 
suatu benda kehilangan keabsahannya.  
Tindakan pemalsuan mencakup proses pembuatan, beradaptasi, meniru 
atau benda, barang, harta ataupun dokumen-dokumen, dengan maksud untuk  
                                                 
32  Santoso, Topo, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 77. 
33  Chazawi, Adami (II), Kejahatan terhadap Pemalsuan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2001, hlm. 3. 
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menipu, yang merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
oleh suatu aturan hukum. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah 
kejahatan memperdaya orang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang 
diperoleh melalui pemalsuan. Pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian 
atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. 
2. Unsur-unsur Pemalsuan Surat 
Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 
sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam 
kejahatan pemalsuan surat, yakni: 
a. Pemalsuan surat pada umumnya ( Pasal 263 KUHP); 
b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP); 
c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik (Pasal 
266 KUHP); 
d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP); 
e. Pemalsuan surat surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP); 
f. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);  
g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP); 
Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa 
pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam 
Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut: 
a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan 
hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal 
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 
tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian 
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tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan 
pidana penjara paling lama 6 bulan 
b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai 
surat palsu atau yg dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu 
dapat menimbulkan kerugian. 
 
Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan 
pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur 
sebagai berikut:  
a. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat 
yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan 
surat tersebut;  
b. Unsur-unsur objektif :  
1) Barang siapa;  
2) Membuat secara palsu atau memalsukan;  
3) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau 
suatu pembebasan utang atau;  
4) Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;  
5) Penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian.34 
Menurut Adami Chazawi dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, 
masing-masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2). Rumusan pada ayat ke-1 
terdiri dari unsur-unsur: 
a. Unsur-unsur obyektif: 
1) Perbuatan:  
a) Membuat palsu; 
b) Memalsu; 
2) Obyeknya yakni surat:  
a) Yang dapat menimbulkan suatu hak; 
b) Yang menimbulkan suatu perikatan; 
c) Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; 
d) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak. 
b. Unsur subyektifnya: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang 
lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.35 
 
                                                 
34  Ibid, hlm. 7-8. 
35 Chazawi, Adami (III), Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2002, hlm. 98-99. 
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Sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana mempunyai unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a. Unsur-unsur obyektif; 
1) Perbuatan memakai; 
2) Obyeknya: 
a) surat palsu;  
b) surat yang dipalsukan  
3) Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. 
b. Unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja.36 
 
Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat 
unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, 
dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun 
perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat 
sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum 
perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan. Sedangkan 
pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara 
bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat 
sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, 
berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, 
dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai aslinya.  
3. Pemalsuan dalam Surat-Surat  
KUHP berturut-turut memuat empat titel, semua tentang kejahatan 
terhadap kekuasaan umum, jadi jelaslah bahwa pemalsuan dalam surat-surat 
dianggap  lebih  bersifat kepentingan masyarakat dalam keseluruhannya, yaitu  
 
                                                 
36 Ibid. hlm. 99. 
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kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat mengenai 
kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan 
dengan pemalsuan surat ini.37 
a. Membuat Surat Palsu (Valschelijk Opmaken). 
Hal ini terjadi misalnya apabila:  
1)  Seseorang A membuat surat seolah-olah berasal dari B dan 
menandatanganinya dengan meniru tanda tangan B;  
2) Seorang membuat surat dengan menandatanganinya sendiri tetapi 
isinya tidak benar (intellectueele valsheid);  
3) Seorang A mengisis kertas kosong yang ada tanda tangan dari B 
dengan tulisan yang tidak benar (blancoseing).38 
b. Pemalsuan Surat Berdasarkan KUHP Pasal 263  
Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam 
Bab XII Buku II KUHPidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan 
bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, 
termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 
KUH.Pidana. s/d Pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi 
adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUH. Pidana membuat surat palsu atau 
memalsukan surat; dan Pasal 264 memalsukan akta-akta autentik dan 
Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 
suatu akta autentik).  
 
                                                 
37 Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta: Refika 
Aditama, 2010, hlm. 187. 
38 Ibid, hlm. 190. 
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Adapun Pasal 263 KUHPidana, berbunyi sebagai berikut:  
1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hu-tang atau 
yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud 
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut 
seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian 
tersebut dapat menim-bulkan kerugian, karena pemalsuan surat, 
dengan pidana penjara paling lama enam tahun;  
2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika 
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.  
 
Sedangkan Pasal 264 KUH-Pidana berbunyi sebagai berikut:  
1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan 
tahun, jika dilakukan terhadap:  
a) Akta-akta autentik;  
b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau 
bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;  
c) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu 
perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;  
d) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang 
diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan 
sebagai pengganti surat-surat itu;  
e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk 
diedarkan.  
2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati 
atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika 
pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.  
 
Sedangkan Pasal 266, berbunyi sebagai berikut:  
1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu 
akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus 
dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya 
sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat 
menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun;  
2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja 
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati 
atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika 
pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.  
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3) Barang siapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat 
menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perutangan atau yang dapat 
membebaskkan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang 
sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena 
memalsukan surat, dipidana dengan dengan pidana penjara selama-
lamanya enam tahun.  
4) Dipidana dengan pidana penjara semacam itu juga, barang siapa 
dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan 
seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat 
itu dapat mendatangkan kerugian.  
 
Penjelasan yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang 
yang membikin surat palsu atau memalsukan surat:  
1) Yang dapat menerbitka sesuatu hak;  
2) Yang dapat menerbitkan suatu perutangan;  
3) Yang dapat membebaskan dari pada utang;  
4) Yang dapat menjadi bukti sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli 
dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan 
kerugian.  
Selanjutnya ayat (2) mengancam hukuman kepada orang yang 
dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah 
surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat 
mendatangkan kerugian.  
1) Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak misalnya: surat izin 
mengemudi, ijazah, karcis tanda masuk, surat saham.  
2) Surat yang dapat menerbitkan suatu perutangan misalnya surat kuasa 
untuk dapat membuat utang.  
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3) Surat yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal , misalnya : akte 
kelahiran, akte kematian, akte pendirian sesuatu usaha, dan lain 
sebagainya.  
4) “surat palsu“ dapat diartikan surat yang disusun sedemikian rupa, 
sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar)  
5)  “memalsukan surat“ berarti mengubah surat itu sedemikian rupa, 
sehingga isinya menjadi lain dari pada isi surat yang asli.  
6) “memalsukan tanda tangan yang berkuasa menanda tangani “ termasuk 
dalam pengertian “memalsukan surat“. Demikian pula menempelkan 
pas foto orang lain dari pada yang berhak dalam ijazah sekolah, surat 
izin mengemudi, harus dapat dipandang sebagai suatu pemalsuan.  
7) “dapat mendatangkan kerugian“ tidak perlu dibuktikan bahwa 
kerugian itu sudah ada, cukup dengan adanya “kemungkinan“ saja.  
8) Yang diartikan “kerugian“ tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga 
kerugian-kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan 
dan sebagainya. 
D. Pemidanaan  
Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa 
Belanda strafrecht. Straf berarti pidana, dan recht berarti hukum. Menurut 
Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak 
pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari Bahasa 
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Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk 
pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari Bahasa Belanda.39 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 
tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya 
diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 
penghukuman. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan 
hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan 
(rechtsdelict) maupun pelanggaran (wetsdelict). Pidana dan pemidanaan ialah 
suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis 
kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 
dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 
konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga 
masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori konsekuensialisme, 
sebab dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan 
tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.40  
Dalam KUHP, penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja 
dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang 
diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana bersangkutan. Tidak 
dibenarkan penjatuhan pidana pokok yang tidak diancamkan pada pasal tindak 
pidana yang bersangkutan. Untuk tindak pidana pokok, masih dapat dikenakan  
                                                 
39 Ilyas, Amir, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP, 
2012, hlm. 2.  
40 Ibid, hlm. 95.  
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satu atau lebih pidana tambahan seperti termasuk dalam Pasal 10b. Dikatakan 
dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya 
dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan mandiri 
tanpa penjatuhan pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat (3) (pendidikan 
paksa) dan Pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada 
orang tuanya). 
Mengenai maksimum pidana penjara dalam KUHP adalah lima belas 
tahun dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh tahun, sedangkan minimum 
pidana penjara adalah satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP. 
Mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh 
dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana 
karena pengulangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52a KUHP. 
Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 18 KUHP.41  
Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali 
disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh 
hakim. Menurut Adami Chazawi, teori pemidanaan dapat dikelompokkan 
dalam 3 golongan besar, yaitu: teori absolut atau teori pembalasan 
(vergeldings theorien), teori relatif atau teori tujuan (doel theorien), dan teori 
gabungan (vernegins theorien).42 
 
 
                                                 
41 Ibid, hlm. 97.  
42 Chazawi, Adami, Op Cit, hlm. 157. 
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1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien). 
Aliran ini yang menganggap dasar dari hukum pidana adalah alam 
pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung). Teori ini dikenal 
pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel 
Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polka.  
Menurut Kant, bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan 
hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman 
mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak 
dijatuhkan. Menurut Stahl, mengemukakan bahwa hukum adalah suatu 
aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui 
pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu 
negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap 
pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas sampai setimpal dengan pidana 
terhadap pelanggarannya. Lebih lanjut Hegel berpendapat hukum atau 
keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai these). Jika seseorang 
melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia 
mengingkari kenyataan adanya hukum (anti these), oleh karena itu harus 
diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (synthese) 
atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum 
(these).43  
Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart bahwa apabila kejahatan 
tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap 
                                                 
43 Ilyas, Amir, Op Cit, hlm. 98.  
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masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, 
maka dari sudut aethesthica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang 
setimpal pada penjahat pelakunya.44 
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doen Theorien) 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk 
mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib 
masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu 
tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan. 
Menurut Adami, untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat 
tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu: bersifat 
menakut-nakuti (afschrikking); bersifat memperbaiki (verbetering/ 
reclasering); dan bersifat membinasakan (onschadelijk maken). Sementara 
itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 (dua) macam, yaitu: 
Pencegahan umum (general preventie) dan pencegahan khusus (special 
preventie). 45 
3. Teori Gabungan (Vernegins Theorien) 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan 
asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu  
                                                 
44 Ibid, hlm. 99.  
45 Chazawi, Adami, Op Cit, hlm. 162. 
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menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan 
menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut: 1) Teori gabungan 
yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh 
melampaui batas dari hal-hal yang perlu dan cukup untuk dapatnya 
dipertahankannya tata tertib masyarakat. 2) Menurut Schravendijk,46 teori 
gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi 
penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada 
perbuatan yang dilakukan terpidana. 
a. Teori gabungan yang pertama. 
Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada 
pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa 
pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi bertujuan 
untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum 
dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat 
pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan 
tata tertib (hukum) masyarakat. 
Pakar hukum yang juga pendukung teori gabungan pertama ini 
ialah Zevenbergen yang berpandangan bahwa makna setiap pidana 
adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata 
tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan 
mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. Oleh sebab 
                                                 
46 Ibid, hlm. 166. 
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itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk 
mempertahankan tata tertib hukum itu.47 
b. Teori gabungan yang kedua. 
Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tata 
tertib hukum ini antara lain Thomas Aquino dan Vos. Menurut 
Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum; dasar 
sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan 
pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam 
undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif 
dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan 
khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan 
membikin tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat 
bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasar atas 
hukum masyarakat. 
Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu ialah kesejahteraan 
umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku 
perbuatan, dan kesalahan (schuld) itu hanya terdapat pada perbuatan-
perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan 
pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela 
inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan 
sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan 
                                                 
47 Ibid, hlm. 167. 
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pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib 
masyarakat.48 
Pendukung teori ini yang lain ialah Vos, yang berpandangan 
bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada 
pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi 
juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan 
khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan 
efektivitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa 
seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, 
sedangkan bagi seseorang yang tidak pernah, telah takut untuk 
dipenjara. Oleh karena itu, diragukan apakah suatu pidana yang 
dijatuhkan menurut pencegahan khusus dapat menahan si pernah 
dipidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi. 
Dikatakan pula oleh Vos, bahwa umum anggota masyarakat 
memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh 
karena itu, dapat membawa kepuasan masyarakat. Mungkin tentang 
beratnya pidana, ada perselisihan paham, tetapi mengenai faedah atau 
perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat. Umumnya penjatuhan 
pidana dapat memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam hal-hal 
tertentu dapat berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib 
masyarakat.49 
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Menurut Erdianto Effendi, tujuan pemidanaan mempunyai tujuan 
ganda, yaitu:  
1. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan 
meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang 
terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada 
dapat selesai 
2. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan 
dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan 
martabat manusia.50 
Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, 
yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk satu kejahatan atau 
pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, namun dalam 
beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang, dapat pula ditambah 
dengan salah satu dari pidana tambahan.  
1. Pidana pokok  
Berikut jenis-jenis pidana pokok yang dirumusankan dalam Pasal 
10 KUHP adalah sebagai berikut:  
a. Pidana mati  
Tujuan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai 
agar dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-
perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. 
                                                 
50 Efendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 141. 
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Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati 
dilaksanakan di muka umum.51 
Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam 
Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan 
Peradilan Umum dan Militer. Dalam Pasal 1 Penetapan Presiden No. 2 
Tahun 1964  
ini secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang 
dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum 
maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.  
b. Pidana penjara  
Menurut P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa bentuk pidana 
penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan 
bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup 
orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan 
mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku 
di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu 
tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan 
tersebut.52 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara 
otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut 
                                                 
51 Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Rafika 
Aditama, 2003, hlm. 175. 
52 Ilyas, Amir, Op Cit, hlm. 110.  
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terbatasi, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya 
dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain.  
c. Pidana kurungan 
Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik 
yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. Pidana 
kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan 
kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai 
dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara 
yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.53 
d. Pidana denda  
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi 
pidana denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang 
tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat 
dipidana. Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama 
pelaku delik terpidana. Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan 
terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara 
sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Apabila terpidana 
tidak membayar uang denda yang telah diputuskan, maka 
konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika pidana denda 
tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) 
KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda.  
 
                                                 
53 Suparni, Niniek, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 23.  
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2. Pidana tambahan  
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 
pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri 
kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. 
Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi 
tidaklah harus. Pidana tambahan hanyalah aksesoris yang mengikut pada 
pidana pokok, jenis pidana tambahan misalnya sebagai berikut: 
a. Pencabutan hak-hak tertentu  
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang 
dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:  
1)  Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;  
2)  Hak memasuki Angkatan Bersenjata;  
3)  Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum;  
4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;  
5)  Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 
pengampuan atas anak sendiri;  
6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.  
b. Perampasan barang tertentu  
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui 
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putusan hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu 
barang yang diperoleh dengan kejahatn dan barang yang dipergunakan 
untuk melakukan kejahatan. Tidak diperkenankan merampas semua 
barang milik si terhukum. Ketentuan mengenai perampasan barang-
barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:  
(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan 
atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat 
dirampas.  
(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan 
putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan 
dalam undang-undang.  
(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 
diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barangbarang 
yang telah disita.  
 
c. Pengumuman putusan hakim  
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, 
yang mengatur bahwa: Apabila hakim memerintahkan agar putusan 
diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum 
lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan 
perintah itu atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman 
hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat 
terhindar dari kelihaian busuk atau kesemberonoan seorang pelaku. 
Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas 
ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu, misalnya 
Pasal-Pasal 128, 206, 361, 377, 395, dan Pasal 405 KUHP. 
 
51 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada 
Perkara No. 118/Pid.B/2018/PN.Tgl 
Hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, 
karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. 
Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan 
suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Hakim 
merupakan sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang 
diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil 
sehingga harus memiliki sifat arif, bijaksana serta adil. 
Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses 
peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri, ada tidaknya kebenaran itu 
ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Hakim harus dapat menganalisis 
secara tajam atas setiap permasalahan yang dihadapinya agar dapat 
memecahkan atau menyelesaikan persoalan secara rasional, sehingga dapat 
menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Hakim inilah yang akhirnya 
menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan 
sesuai dengan nuraninya. 
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat 
(1) huruf (d) KUHP bahwa “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai 
fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
disidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”. 
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Dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang 
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya”. 
Rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah rancangan KUHP (baru) hasil 
penyempurnaan tim intern departemen kehakiman, dapat dijadikan referensi 
dalam menjatuhkan pidana. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana 
hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut: 
1. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;  
3. Cara melakukan tindak pidana;  
4. Sikap batin pembuat tindak pidana;  
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;  
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;  
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;  
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;  
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan;  
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.54  
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya 
pidana terhadap terdakwa adalah diantaranya pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan non yuridis. 
                                                 
54 Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 91.  
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1. Pertimbangan yang bersifat yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan 
dan oleh undang undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di 
dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya: 
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
b. Keterangan Terdakwa dan saksi 
c. Barang-barang Bukti 
d. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.55 
Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian 
unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut 
memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut 
umum/ dictum putusan hakim. Faktafakta persidangan yang dihadirkan, 
berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang 
bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan 
bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, 
barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.  
Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah 
hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan juga harus 
menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi  
                                                 
55 Muhammad, Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2006, hlm. 124.  
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kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan 
pendiriannya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut dalam praktek 
putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal- hal yang dapat 
meringankan atau memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang dapat 
memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa, KUHP hanya 
mengatur tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang 
memangku suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), residive atau recidivis atau 
pengulangan (titel 6 buku I KUHP), dan gabungan atau samenloop (Pasal 
65 dan 66 KUHP), dan faktor-faktor yang dapat meringankan pidana 
adalah terdakwa belum pernah dihukum, tidak berbelit -belit dalam 
memberikan informasi, baru melakukan tindak pidana dan sikap hormat 
terhadap pengadilan.  
2. Pertimbangan yang bersifat Nonyuridis 
Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam 
menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis 
(sosiologis). Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan 
ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. 
Fiat Justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus 
ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan 
bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan 
mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang 
hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan 
bukti-bukti yang ada. 
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Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu: 
1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup 
di masyarakat. 
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai 
yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. 
3. Memperhatikan ada/tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 
atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.56 
Keseluruhan dari pertimbangan tersebut, baik pertimbangan yuridis 
maupun pertimbangan non yuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam 
berbagai peraturan hukum acara KUHAP sekalipun menyebutkan adanya 
pertimbangan, namun penyebutannya hanya garis besarnya saja. Seperti 
disebutkan pada Pasal 197 (1) sub d bahwa putusan pemidanaan memuat: 
pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemerikasaan di sidang yang 
menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Meskipun hanya disebutkan 
demikian, apa yang dimaksudkan fakta dan keadaan dalam Pasal 197 tersebut  
 
                                                 
56 https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/ diakses 20 
September 2019.  
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kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis maupun faka nonyuridis, sehingga 
menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. 
Pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan pada 
kasus No. 118/Pid.B/2018/PN.Tgl menggunakan pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yudiris hakim antara lain dengan 
mempertimbangkan:  
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut 
Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, antara lain:  
Pertama, Terdakwa Eka Wachyudin Bin Alm. Muheri pada tahun 
2015 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira 
pukul 11.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dari tahun 2015 
sampai dengan tahun 2018, bertempatdi rumah terdakwa di Jalan Palopo 
Rt. 06 Rw. 02 Kel. Tunon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, karena memalsukan surat terhadap 
surat pembukti resmi (akte otentik).  
Terdakwa membuat Ijasah palsu, Akte Kelahiran palsu, Kartu 
Keluarga palsu, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu, Buku 
Pelaut palsu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dan sertifikat 
keterampilan BST palsu tanpa ijin dari instansi yang berwenang 
mengeluarkannya dan terdakwa melakukannya dari tahun 2015 hingga 
terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian. Akibat perbuatan terdakwa 
sehingga SMP 19 Kota Tegal dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil 
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Kab. Tegal merasa dirugikan karena Ijasah dan Kartu Keluarga merupakan 
dokumen negara resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang 
mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik. Perbuatan 
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 264 Ayat 
(1) KUHP. 
Kedua, terdakwa Eka Wachyudin Bin Alm. Muheri pada tahun 
2015 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira 
pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dari tahun 2015 
sampai dengan tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Palopo 
Rt. 06 Rw. 02 Kel. Tunon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, membikin surat palsu atau 
memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu 
perutangan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat 
menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 
Pasal 263 Ayat (1) KUHP. 
b. Keterangan Terdakwa dan Saksi.  
Dipersidangan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dibawah 
sumpah sesuai agamanya masing-masing, antara lain: 
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1) Saksi Riyan Hadi Gunawan Bin Hadi Margono, saksi kenal dengan 
terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan 
pekerjaan. 
2) Saksi Daryono S.Pd Bin Alm. Momon Cucu Wijaya, saksi tidak kenal 
dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan 
terdakwa.  
3) Saksi Cut Rimai Indarti Binti Alm. Teuku Djam Moh. Said, saksi tidak 
kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan 
terdakwa. 
4) Saksi Warya Bin Alm. Supardi, saksi kenal dengan terdakwa karena 
terdakwa adalah warga saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga 
dengan terdakwa. 
5) Saksi Tarmo Bin Alm. Taslam, saksi tidak kenal terdakwa tetapi saksi 
tahu bahwa terdakwa warga Jalan Palopo Rt. 06 Rw. 02 Kel. Tunon 
Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dan saksi tidak ada hubungan keluarga 
dengan terdakwa. 
6) Saksi Kusno Suharjo anak dari Thi Bian, saksi kenal terdakwa dan 
pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa terdakwa bernama Wahyu 
namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. 
Berdasaarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa 
membenarkan/mengakuinya. Selain keterangan saksi-saksi, hakim juga 
mempertimbangkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah 
memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada hari Selasa 
  
59 
tanggal 18 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah 
terdakwa di Jalan Palopo Rt. 06 Rw. 02 Kel. Tunon Kec. Tegal Selatan 
Kota Tegal terdakwa telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu 
berupa Ijasah SMP Negeri 19 Kota Tegal dan Kartu Keluarga dari Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal, Akte Kelahiran, Surat 
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), buku pelaut, Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) dan seritifikat BST, yang kesemuanya dibuat secara 
palsu oleh terdakwa. 
Terdakwa membuat surat-surat instansi pemerintahan dan 
sertifikat lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan secara palsu 
diantaranya Ijasah, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Surat Keterangan 
Catatan Kepolisian (SKCK), buku pelaut, Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
dan seritifikat BST. Para pemesan dapat memesan surat-surat palsu dengan 
cara pemesan memesan ijasah, kartu keluarga atau surat-surat palsu 
melalui perantara lalu perantara melakukan pemesanan dengan cara 
membawa identitas, foto dan nama sekolah, instansi pemerintah, lembaga 
pendidikan dan keterampilan yang dikehendaki dengan menelpon 
terdakwa dahulu selanjutnya antara terdakwa dan perantara melakukan 
pertemuan atau pemesan dapat langsung datang ke rumah terdakwa. 
Terdakwa menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk 
membuat surat-surat palsu tersebut diantaranya stempel palsu, blanko 
palsu sedangkan blanko-blanko tersebut terdakwa dapatkan dari internet 
dan membeli pada Saudara Supriyadi sedangkan terdakwa kenal dengan 
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Saudara Supriyadi melalui website lalu Saudara Supriyadi memberikan 
nomor whatsapp kemudian terdakwa komunikasi dengan Saudara 
Supriyadi untuk memesan blanko Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk 
(KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Sertifikat BST sedangkan untuk 
pembayarannya ditransfer melalui nomor rekening bank. 
Terdakwa memesan blanko-blanko tersebut sebanyak 3x (tiga kali) 
yakni: Pemesanan blanko Kartu Keluarga sebanyak 20 (dua puluh) lembar 
dan Akte Kelahiran sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Pemesanan blanko 
Kartu Keluarga sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan blanko Akte 
Kelahiran sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Pemesanan blanko BST 
sebanyak 15 (lima belas) lembar, dan blanko Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Terdakwa mendapatkan blanko 
palsu Ijasah sekolah SMP dengan cara mencari di internet lalu terdakwa 
print out menggunakan print warna sedangkan untuk Surat Keterangan 
Catatan Kepolisian (SKCK) terdakwa mendapatkan blankonya dari 
seseorang yang pesan dengan membawa Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian (SKCK) yang tidak digunakan lalu terdakwa hilangkan atau 
hapus semua tulisan komputernya sehingga menjadi Surat Keterangan 
Catatan Kepolisian (SKCK) kosong dan untuk buku pelaut oleh terdakwa 
dibuat terdakwa sendiri dengan cara menscanner dengan alat scanner dari 
contoh buku pelaut yang sebenarnya. 
Terdakwa memalsukan Ijasah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, 
Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Catatan Kepolisian 
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(SKCK), Buku Pelaut, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sertifikat 
keterampilan Basic Safety Training (BST) tanpa ijin dan tanpa 
sepengetahuan dari instansi yang berwenang dan terdakwa melakukan 
perbuatan tersebut sejak tahun 2015 hingga terdakwa ditangkap oleh 
Aparat Kepolisian tanggal 18 September 2018. Dari kurun waktu tahun 
2015 sampai dengan tahun 2018 terdakwa telah membuat surat-surat palsu 
antara lain : 
1) Ijasah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 5x (lima kali) 
pembuatan. 
2) Kutipan Akte Kelahiran sebanyak 40x (empat puluh kali) pembuatan. 
3) Kartu Keluarga (KK) sebanyak 40x (empat puluh kali) pembuatan. 
4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 30x (tiga 
puluh kali) pembuatan. 
5) Buku Pelaut sebanyak 75x (tujuh puluh lima kali) pembuatan. 
6) Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training (BST) sebanyak 15x 
(lima belas kali pembuatan). 
7) Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 20x (dua puluh kali) 
pembuatan. 
Bahwa dari kurun waktu tahun 2015 sampai dengan terdakwa 
ditangkap tanggal 18 September 2018 bahwa terdakwa telah mendapatkan 
upah sejumlah ± Rp.35.000.000,- (kurang lebih tiga puluh lima juta 
rupiah) dari membuat surat-surat palsu tersebut. 
 
  
62 
c. Barang-barang Bukti 
Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diperlihatkan 
penuntut umum berupa:  
1) Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat surat/ dokumen palsu 
meliputi: satu bendel kertas HVS warna putih polos dan warna putih 
buram bertuliskan Concorde, satu bendel kertas stiker warna putih 
kombinasi kuning, satu bendel plastik sampul buku pelaut warna hijau 
tua, 3 lembar blanko Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), 
satu blanko lembar Ijasah Sekolah Menengah Pertama (SMP); 
2) Alat-alat yang digunakan untuk membuat surat atau dokumen palsu 
diantaranya 1 unit laminating warna putih merk riehdel, 1 unit printer 
warna hitam merk Fuji Xerox, 1 unit printer warna hitam merk Canon, 
1 unit scanner warna hitam merk Canon, 1 unit laptop warna hitam 
merk Lenovo, 5 buah spidol diantaranya: 2 buah spidol warna silver 
merk Snowman, 1 buah spidol warna putih merk Snowman, 2 buah 
spidol warna hitam merk Snowman, 1 buah penggaris besi warna 
silver, 6 buah stempel beberapa instansi diantaranya: satu buah stempel 
Kementerian Perhubungan Laut Kantor Syahbandar Kelas Utama 
Tanjung Priuk, satu buah stempel Dinas Kependudukan Dan Catatan 
Sipil Pemerintah Kab. Tegal, satu buah stempel Dinas Kependudukan 
Dan Catatan Sipil Kab. Brebes, satu buah stempel Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Palembang, satu buah stempel 
Dinas Pendidikan UPTD SMP 19 Pemerintah Kota Tegal, satu 
  
63 
buah stempel khusus Pendidikan Pertamina atau BST, 1 silet merk 
Treet, 1 buah jarum pelubang warna biru, 1 buah botol palstik pemutih 
Bayclin; 
3) Surat-surat atau dokumen yang digunakan untuk contoh surat palsu 
diantaranya 1 lembar fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) atas nama Alfiyah Zulfiqoh, 1 lembar fotocopy Kutipan Akta 
Kelahiran atas nama Hasri Damogalad, 1 lembar Kartu Keluarga (KK) 
atas nama Muhajir, 1 lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian 
(SKCK) atas nama Marwanto, 1 buah buku pelaut atas nama Toni 
Gunawan, 1 lembar Sertifikat Keterampilan Basic Sfaety Training 
(BST) atas nama Sumadi; 
4) Surat palsu atau dokumen palsu yang sudah dibuat oleh 
terdakwa diantaranya satu lembar Ijasah SMP Nomor DN-03 DI 
0342530 atas nama Wahidullah tertanggal 12 Juni 2010 berstempel 
UPTD SMP 19 Pemerintah Kota Tegal, satu lembar Kutipan Akta 
Kelahiran Nomor 24043/IST/2010 atas nama Iwan Maulana 
Disdukcapil Kab. Sumbawa, satu lembar Kartu Keluarga No. 3328170 
106150002 atas nama Dwi Arto Disdukcapil Kab. Tegal Propinsi Jawa 
Tengah, satu lembar Kartu Keluarga No. 1671112507080015 atas 
nama Syaipul Disdukcapil Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, 
23 (dua puluh tiga) buah buku pelaut yang siap untuk di buat; 
5) Satu buah Hand Phone merk Samsung Type J7 Prime warna 
putih kombinasi warna emas. 
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Dari barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita 
secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat 
pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa 
dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkan barang 
bukti tersebut. 
d. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. 
Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal Pasal 185 ayat (6) 
KUHAP, ketentuan Pasal 183 KUHAP, dan Pasal 6 ayat 2 Undang-
Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Dalam menilai 
keterangan saksi-saksi adalah senantiasa memperhatikan ketentuan Pasal 
185 ayat (6) KUHAP yang menuntun hakim untuk sungguh-sungguh 
memperhatikan: bagaimana persesuaian antara keterangan saksi satu 
dengan saksi yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti 
lain, alasan apa yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 
keterangan yang tertentu dan bagaimana cara hidup dan kesusilaan saksi 
serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat 
tidaknya keterangan itu dipercaya. 
Ketentuan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua 
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, 
dan ketentuan yang sama dipertegas kembali pada isi Pasal 6 ayat 2 
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menggariskan bahwa Tidak 
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seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat 
pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan 
bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah 
atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. 
Terkait dengan pertimbangan Pasal-pasal dalam peraturan hukum 
pidana, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
menurut Pasal 264 Ayat (1) KUHP dan Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Hakim 
dalam hal ini mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh 
Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga 
Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas 
memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam 
Pasal 263 ayat (1) KUHP. 
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan 
dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
sendiri bahwa berdasarkan pertimbangan hukum hakim maka atau yang 
dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah olah surat itu asli dan 
tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan 
kerugian telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) 
KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua. 
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Selain pertimbangan yuridis, hakim juga menggunakan pertimbangan 
yang bersifat non yuridis, antara lain:  
a. Sifat baik dan buruk dari terdakwa. Pertimbangan sikap baik dan buruk 
dari terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini 
terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, 
maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan 
dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka 
perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
b. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban. 
Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan 
pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon agar 
Majelis Hakim memutus perkara ini memberikan putusan yang seringan-
ringannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan 
melakukan perbuatan tersebut lagi. Menimbang, bahwa atas pledoi yang 
disampaikan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan 
Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, serta 
Duplik terdakwa secara lisan juga tetap pada pledoinya. 
c. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. 
Penjatuhkan pidana atas diri terdakwa turut dipertimbangkan keadaan 
yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang 
memberatkan. Dalam kasus ini untuk menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa, hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang 
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memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang 
memberatkan, antara lain: Terdakwa sudah pernah dihukum, akibat 
perbuatan terdakwa sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kab. Tegal merasa sangat dirugikan bukan secara jumlah dan besarnya 
materiil tetapi dirugikan secara in materiil, dan akibat perbuatan terdakwa 
sehingga SMP Negeri 19 Kota Tegal merasa sangat dirugikan bukan 
secara jumlah dan besarnya materiil, namun dirugikan secara in materiil 
yakni merugikan kredibilitas SMP Negeri 19 Kota Tegal di mata 
masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan, antara lain: Terdakwa 
menyesali atas perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam 
memberikan keterangan, Terdakwa mengakui terus terang atas 
perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara No. 
118/Pid.B/2018/PN.Tgl yang telah dipaparkan di atas, dapat penulis 
simpulkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sudah 
menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dari pertimbangan-
pertimbangan tersebut terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua 
unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dijatuhi pidana bahwa 
terdakwa bersalah melakukan ”Tindak Pidana Pemalsuan Surat” dan 
menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 
Pertimbangan hakim berhubungan erat dengan pembuktian tindak 
pidana itu sendiri. Hukum Acara Pidana mengenal adanya empat teori sistem 
pembuktian untuk dijadikan bahan pertimbangan hakin, yaitu: 
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a. Sistem Keyakinan (Confiction Intem). Ajaran ini disandarkan semata-mata 
atas keyakinan belaka, dan tidak terikat kepada aturan-aturan, hingga 
kenyakinan menurut aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam 
menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang 
didakwakan kepadanya. 
b. Sistem Positif (Positief Wetelijik). Ajaran ini disandarkan semata-mata 
kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dalam 
menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang 
didakwakan kepadanya, tanpa adanya keyakinan hakim. 
c. Sistem Negatif (Negatief Wetelijik). Hakim dibatasi mempergunakan alat-
alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh undang-undang, namun itu 
saja belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah 
diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya kenyakinan hakim. 
Dengan demikian antara alat-alat bukti dengan kenyakinan diharuskan 
adanya hubungan kausal (sebab akibat). 
4. Conviction Raisonee. Ajaran ini didasarkan semata-mata atas kenyakinan 
atas dasar pertimbangan akal dan hakim tidak terikat kepada alat bukti 
yang ditetapkan undang-undang. Dengan demikian hakim dapat 
mempergunakan alat-alat bukti lain yang diluar ketentuan perundang-
undangan.57 
 
                                                 
57 Prodjohamidjojo, Martiman, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1983, hlm. 16-17. 
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Pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan pada 
kasus nomor 118/Pid.B/2018/PN.Tgl sudah sesuai dengan ketentuan pasal-
pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hakim dalam 
kasus ini menganut system Negatif Wettelijik yaitu hakim tidak saja 
menyandarkan putusannya hanya pada alat-alat bukti namun juga dibutuhkan 
keyakinan hakim bahwa perbuatan pidana yang didakwakan memang benar 
telah terjadi. Dengan demikian antara alat-alat bukti dengan kenyakinan 
diharuskan adanya hubungan kausal (sebab akibat). 
B. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada 
Putusan No. 118/Pid.B/2018/PN.Tgl 
Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP), dari Pasal 263 sampai Pasal 276 yang dapat 
dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat yang diantaranya 
sebagai berikut:  
1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263 
KUHP) 
Pasal 263 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau perbebasan hutang, atau 
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud 
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut 
seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian 
tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan 
pidana penjara paling lama 6 tahun. 
(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika 
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”  
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Pasal 263 ayat 1 KUHP Pasal tersebut mengatur mengenai 
pelarangan untuk membuat surat palsu dan memalsukan surat. Perbuatan 
memalsukan surat ini dilakukan dengan cara melakukan perubahan-
perubahan tanpa hak dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat 
mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya. Tidak peduli, bahwa 
ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar ataupun sesuatu yang 
benar, perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan 
pemalsuan surat. Sedangkan pada Pasal 263 ayat 2 KUHP melarang 
perbuatan memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan. 
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264) 
Pasal 264 KUHP merumuskan sebagai berikut: 
(1) Pemalsuan surat di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 
(delapan) tahun, jika dilakukan terhadap:  
 
1. Akta-akta autentik;  
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau 
bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 
3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari 
suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai;  
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang 
diterangkan dalam 2 (dua) dan 3 (tiga), atau tanda bukti yang 
dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan unutk 
diedarkan;  
(2) Di pidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau 
dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat 
itu dapat menimbulkan kerugian.  
Pasal tersebut di atas menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat 
terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu menjadi objek 
kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih 
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besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat 
kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. 
Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-
macam surat itulah yang menyebabkan diperberatnya ancaman pidananya. 
Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap 
isi surat-surat yang demikian yang dianggap membahayakan kepentingan 
umum masyarakat yang lebih besar pula.  
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 
266) 
Pasal 266 KUHP merumuskan sebagai berikut:  
(1) Barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam sebuah 
akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus 
dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai 
dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu menimbulkan 
kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja 
memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, 
jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian . 
Pada Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada Ayat 1 yang 
diancam hukuman ialah orang yang membuat surat palsu atau memalsukan 
surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak dan suatu perutangan, yang 
dapat membebaskan dari pada utang, dan yang dapat menjadi bukti 
sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan dapat dipalsukan, jikalau 
pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Pada Ayat 2 yang 
diancam hukum ialah orang yang dengan sengaja memakai surat palsu 
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atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dapat dipalsukan, 
kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. 
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268) 
a. Dokter Memberikan Surat Keterangan Sehat atau Penyakit Palsu 
(Pasal 267) 
Pasal 267 merumuskan sebagai berikut: 
 (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan 
palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.  
(2) Jika keterangan diberikan dengan makksud untuk mem asukkan 
seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya 
disitu, dijatuhkan pidana paling lama delapan tahun enam bulan. 
(3) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai 
dengan kebenaran. 
b. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter untuk menyesatkan Penguasa 
Umum atau Penanggung (Pasal 268) 
Pasal 268 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan 
doktter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau 
cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau 
penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud 
yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar ata u yang 
dipalsu, solaholah surat itu benar dan tidak dipalsu..  
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271) 
a. Pemalsuan Surat Keterangan Kelakuan Baik dan lain-lain 
Pasal 268 merumuskan sebagai berikut: 
 (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan 
tanda berlakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau 
keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang 
  
73 
lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau 
supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan 
tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak 
dipalsukan. 
b. Pemalsuan surat jalan dan lain-lain 
Pasal 270 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan surat jalan 
atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau 
surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang 
pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di 
Indonesia, ataupun barangsiapa menyuruh beri surat serupa itu atas 
nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada 
keadaan palsu, dengan maksud uuntuk memakai atau menyuruh 
orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak 
dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
bulan.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam 
ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah 
isinya sesuai dengan kebenaran. 
c. Pemalsuan surat bagi pengantar kerbau atau sapi ( Pasal 271) 
Pasal 271 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi 
kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama 
palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud 
untuk memakai atau menyuruh orangg lain memakai surat itu 
seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan 
pidana penjara paliing lama dua tahun delapan bulan; 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang sama, 
barangsiapa dengan sengaja memakai suratt yang palsu atau yang 
dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan 
tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. 
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274) 
Pasal 274 merumuskan sebagai berikut: 
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(1) Barangsiapa membuat surat atau memalsukan surat keterangan seorang 
pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak mmilik atau hal lainnya 
atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan 
atau penggadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau 
kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling 
lama dua tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud 
tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak 
palsu. 
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275) 
Pasal 275 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa yang menyimpan bahan attau benda yang diketahuinya 
bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan 
berdasarkan Pasal 264 No. 2-5 diancam dengan pidana penjara paling 
lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah. 
(2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas. 
Sedangkan untuk Pasal 265, Pasal 272, Pasal 273 telah dicabut melalui 
Stb. 1926 No. 359 jo. 429. Pasal 276 tidak memuat tentang rumusan 
kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkannya pidana tambahan 
berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 bagi 
kejahatan pemalsuan surat. Sturan hukum yang memuat mengenai kejahatan 
pemalsuan surat diatur pada Bab XII buku II KUHP pada Pasal 263, Pasal 
264, Pasal Pasal 266, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271, 
Pasal 274, dan Pasal 275 yang ancaman pidananya maksimal enam tahun 
penjara terhadap pemalsuan surat biasa dan maksimal delapan tahun terhadap 
surat-surat autentik. 
Kasus pemalsuan surat atau akta autentik pada putusan No. 118/Pid.B/ 
2018/PN.Tgl, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa Eka 
Wachyudin Bin Alm. Muheri bersalah melakukan ”Tindak Pidana Pemalsuan 
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Surat” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
Eka Wachyudin Bin Alm. Muheri berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 
dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Adapun dakwaan penuntut umum 
sebagai berikut: 
1. Terdakwa Eka Wachyudin Bin Alm. Muheri memalsukan surat terhadap 
surat pembukti resmi (akte autentik). Terdakwa membuat Ijasah palsu, 
Akte Kelahiran palsu, Kartu Keluarga palsu, Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian (SKCK) palsu, Buku Pelaut palsu, Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) palsu dan sertifikat keterampilan BST palsu tanpa ijin dari instansi 
yang berwenang mengeluarkannya dan terdakwa melakukannya dari tahun 
2015 hingga terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian. Perbuatan 
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 264 Ayat 
(1) KUHP. 
2. Terdakwa Eka Wachyudin Bin Alm. Muheri, membikin surat palsu atau 
memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu 
perutangan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat 
menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 
Pasal 263 Ayat (1) KUHP. 
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Keterangan saksi-saksi senantiasa memperhatikan ketentuan Pasal 185 
ayat (6) KUHAP yang menuntun hakim untuk sungguh-sungguh 
memperhatikan: bagaimana persesuaian antara keterangan saksi satu dengan 
saksi yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan apa 
yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang 
tertentu dan bagaimana cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu 
yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu 
dipercaya. Dari keterangan saksi-saksi yang dihubungan dengan keterangan 
terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita 
secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat 
pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan 
atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dinyatakan telah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah 
didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, 
sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut 
diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam 
Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Unsur setiap orang 
Setiap orang mempunyai arti yang sama dengan barang siapa 
dimana di dalam undang-undang tidak memberikan penjelasan secara 
tegas apa yang dimaksud barangsiapa akan tetapi yang dapat dijelaskan 
mengenai barangsiapa adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan 
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tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang 
mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan. 
Pada perkara ini di awal persidangan Penuntut Umum telah 
menghadapakan Eka Wachyudin Bin Alm. Muheri sebagai terdakwa yang 
identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Bahwa 
saat Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa sebagaimana dalam 
dakwaan Terdakwa telah membenarkan identitasnya bahkan selama 
jalannya persidangan Terdakwa mampu menjelaskan dengan benar 
mengenai perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis berkesimpulan 
bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang 
kepadanya dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatan 
yang dilakukannya sehingga dengan demikian maka unsur ini telah 
terbukti. 
2. Unsur membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat 
menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perutangan atau yang dapat 
membebaskan dari pada utang  
Menurut R. Sugandhi bahwa yang dimaksud Surat Palsu adalah 
surat yang disusun demikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya atau 
tidak benar. Yang dimaksud Memalsukan Surat adalah mengubah surat itu 
demikian rupa sehingga isinya menjadi lain daripada isi surat yang asli.58  
 
                                                 
58 Sugandhi, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya, 
Surabaya: Usaha Nasional, 2001, hlm. 281.  
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Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan 
dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan 
terdakwa sendiri bahwa dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang 
ada, maka membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat 
menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perutangan atau yang dapat 
membebaskan dari pada utang telah terpenuhi. 
3. atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah olah surat itu 
asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan 
kerugian. 
Bahwa yang dimaksud Dapat Mendatangkan Kerugian artinya 
tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan 
adanya kemungkinan saja. Sedangkan yang dimaksud Kerugian artinya 
tidak hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian-kerugian di lapangan 
kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.59  
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan 
dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
sendiri bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 
11.00 Wib bertempatdi rumah terdakwa di Jalan Palopo Rt. 06 Rw. 02 
Kel. Tunon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal terdakwa telah melakukan 
tindak pidana membuat surat palsu berupa Ijasah SMP Negeri 19 Kota 
                                                 
59 Ibid., hlm. 281.  
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Tegal dan Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kab. Tegal, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Catatan Kepolisian  
(SKCK), buku pelaut, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan seritifikat Basic 
Safety Training (BST), yang kesemuanya dibuat secara palsu oleh 
terdakwa. 
Akibat perbuatan terdakwa dapat merugikan kredibilitas SMP 
Negeri 19 Kota Tegal di mata masyarakat serta SMP Negeri 19 Kota Tegal 
sangat merasa dirugikan bukan secara jumlah dan besarnya materiil namun 
dirugikan lebih besar dari itu yakni dirugikan secara in materiil dan akibat 
perbuatan terdakwa sehingga Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 
Kab. Tegal sangat merasa dirugikan dalam hal ini bukan secara jumlah dan 
besarnya materiil namun dirugikan lebih besar dari itu yakni in materiil.  
Berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka atau yang dapat 
menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian 
telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP 
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua. 
Penerapan hukum terhadap tindak pidana, hakim harus berdasarkan 
pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim 
memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar 
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terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 
183 KUHAP. Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu 
dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan 
bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah 
ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan 
kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas 
tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau 
peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya, dan ketentuan yang sama dipertegas kembali pada isi Pasal 6 
ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang 
menggariskan bahwa Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 
pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, 
mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung 
jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. 
Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah 
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan, maka 
dapat diketahui bahwa kasus tindak pidana pemalsuan surat dilakukan dengan 
membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu 
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hak, sesuatu perutangan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau 
yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan 
tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. 
Perbuatan tersebut.  
Jadi penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat pada 
putusan No. 118/Pid.B/2018/PN.Tgl didasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP, 
yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan 
sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan 
sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan 
tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, 
karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 
Penerapan pasal tersebut tetap dengan memperhatikan Pasal 185 ayat (6) 
KUHP, untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.  
 
82 
BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara No. 118/Pid.B/2018/ 
PN.Tgl yang telah dipaparkan di atas, disimpulkan bahwa majelis hakim 
dalam menjatuhkan putusan sudah menggunakan pertimbangan yuridis 
dan non yuridis, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 
263 Ayat (1) KUHP melakukan ”Tindak Pidana Pemalsuan Surat” dan 
menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 
Pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus 
nomor 118/Pid.B/2018/PN.Tgl sudah sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hakim dalam kasus 
ini menganut system Negatif Wettelijik yaitu hakim tidak saja 
menyandarkan putusannya hanya pada alat-alat bukti namun juga 
dibutuhkan keyakinan hakim bahwa perbuatan pidana yang didakwakan 
memang benar telah terjadi. 
2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat pada putusan 
No. 118/Pid.B/2018/PN.Tgl didasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP. 
Penerapan pasal tersebut tetap dengan memperhatikan Pasal 185 ayat (6) 
KUHP, untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
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B. Saran  
1. Bagi Pemerintah diharapkan dapat lebih menggalakkan sosialisasi tindak 
pidana pemalsuan surat atau akta autentik, sehingga dapat meningkatkan 
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tindak pidana pemalsuan 
surat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya 
penyalahgunaan dan pembuatan surat-surat atau dokumen paslu yang 
dapat merugikan orang lain. 
2. Bagi Hakim disarankan dalam memeriksa perkara tindak pidana, 
memperhatikan dan mempertimbangkan alat-alat bukti, karena hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah 
yang melakukan perbuatan itu (Pasal 183 KUHP). Selain itu pertimbangan 
agar dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa pertimbangan tindak 
pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah 
ditetapkan dalam Undang-undang.  
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum 
masyarakat tentang pemalsuan surat atau akta autentik, sehingga dapat 
mengurangi konflik-konflik yang sering terjadi di masyarakat terkait 
dengan pemalsuan surat atau akta autentik. 
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